
1. Undang-Undang Nornor 13 .Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 
Pembcntukan Daerah Tingkat II Batang dengan merigu bah 
Undang-Undang · Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tah un 1965 Nomor 52, Tarn bah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3.· Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 5587) sebagaimana telah 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KENDAL, 

a. bahwa · dalam rangka mendukung pelaksanaan 
penyederhanaan birokrasi yang · optimal di lingkungan 
Pemerintah .Daerah Kabupaten Kendal sehingga dapat 
mewujudkan tata kelola pemcrintahan yang efektif dan 
efisien guna rneningkatkan kinerja pemerintahan dan 
pelayanan publik sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, 
maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, · Susunan · Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten 'Kendal perlu dicabut dan diganti; · 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud 
· huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Kedudukan, Susunan Organisa si, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja pada Sadan Kesatuan · Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kendal; 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINS! JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR 76 TAHUN 2021 

TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TU9AS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITlK KABUPATEN KENDAL 

BUPATI" KENDAL 

SALINAN 



diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nornor 
25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3079); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nornor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan 
Fungsional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 525); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhaan Struktur Organisasi Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 
157); 

11. Peraturan Daerah Ka bu paten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kendal. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kendal. 
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya 

disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kendal. 

6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah 
Pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 
dalam satu jabatan negeri atau diserahi tugas negara 
lainnya clan digaji berdasarkan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga 
dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan keahliannya. 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN 
KENDAL. 

MEMUTUSKAN : 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
219); 

... 
J 

Menetapkan 
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(1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari : 
a. Kepala Sadan; 

b. Sekretariat; 
c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; 
d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 

Kemasyarakatan; 
e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 

Konflik; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Organisasi Sadan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 
di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Sadan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

Pasal2 

BAB II 
KEDUDUKAN 

10. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk 
membantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ 
Sekretaris/Koordinator dalam menyusun perencanaan, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup 
tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Kepala Perangkat 
Daer ah. 

11. Pelaksana Senior adalah PNS yang memiliki senioritas dari 
aspek kepangkatan dan mempunyai kompetensi untuk 
ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah untuk diberikan 
tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala 
Bagian/Koordinator pada unit kerjanya dalam menyusun 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan 
dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan lingkup tugas dan 
fungsinya. 

4 
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(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati dalam 
melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik 
di wilayah Daerah. 

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa 

dan politik di wilayah Daerah sesuai dengah ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umai 
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 
konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pernbinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan dernokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat 
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 
konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan keten tuan 
peraturan perundang-undangan; 

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, 
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan 
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra 
suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, 
pembinaan dan pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan 
nasional clan penanganan konflik sosial di wilayah 
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan; 

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pirnpinan 
Daerah; 

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; 
g. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

Pasal4 

Bagian Kesatu 
Kepala Sadan 

BAB IV 
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS JABATAN 
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tugas dan fungsi 
( 1) dan ayat (2), 

h. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan 
kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 

1. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
Bupati sesuai tugas dan fungsinya. 

(3) Kepala Sadan dalam melaksanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
mempunyai uraian tugas jabatan: 
a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program 

kegiatan Sadan berdasarkan peraturan perundang 
undangan dan hasil evaluasi kegaitan tahun 
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan 
bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah 
berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 
pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan 
politik sesuai peraturan perundang-undangan agar 
kinerja Sadan mencapai target yang telah ditetapkan; 

f. menetapkan kebijakan dan standar operasional 
prosedur di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan dan 
kewenangan yang didelegasikan; 

g. melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku , 
umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan 
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 
konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

h. melaksanakan koordinasi di bidang pembinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan 
politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, 
pemeliharaan ketahanan ekonorni, sosial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, 
umat beragama, ras, dan golongan lairmya , pembinaan 
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan 
konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

1. melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang 
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan 

6 
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(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( l) 
huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

PasalS 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan 
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan 
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan 
golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan 
organisasi kernasyarakatan, serta pelaksanaan 
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial 
di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan; 

J. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan 
sistem pertukaran informasi dengan instansi 
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemeriritah 
Kabupaten/ Kota yang menangani bidang kesatuan 
bangsa dan politik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 

k. melaksanakan fasilitasi forum koordinasi pimpinan 
Daerah; 

1. menyelenggarakan dan melaksanakan pengelolaan dan 
perencanaan urusan program, kepegawaian, keuangan, 
umum, perlengkapan dan ketatausahaan Badan; 

m. menetapakan Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan 
Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) 
sebagai pertanggungjawaban kinerja aparatur; 

n. menyiapkan bahan Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (LPPD) dan bahan Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati sesuai 
tugas dan fungsinya; 

o. menetapkan laporan keuangan Badan; 
p. menetapkan penetapan indikator kirierja kegiatan; 
j. menetapkan dan menerapkan Standar Operasional dan 

Prosedur (SOP) di bidang kesatuan bangsa dan politik; 
k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 

berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sank si; 

I. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan 
maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 
agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi Badan. 

7 



berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di 
lingkungan Sadan. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi : 
a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di 

lingkungan Badan; 
b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan 

di lingkungan Badan; 
c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan 

Badan; 
d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 

tangga dan aset di lingkungan Sadan; 
e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di 

lingkungan Badan; dan 
f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 

Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya. 
(4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
mempunyai uraian tugas jabatan: 
a. rnenyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan koordinasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan serta dalam rangka 
sinkronisasi clan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan 
naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan, 
evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, 
administrasi umum, kepegawaian dan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Badan; 

g. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai 
ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

h. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 
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Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 
Iridikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) 
dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

1. mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan 
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), 
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKj!P), Evaluasi 
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian 
Operasional Kegiatan (POK), Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) dan jenis pelaporan lainnya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

J. mengelola sistem informasi dan data Badan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, 
kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, 
protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, 
perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, 
kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap 
dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan 
penerimaan kunjungan tamu Badan; 

1. mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan Badan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

m. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan 
Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, 
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, 
survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan; 

n. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan 
pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi 
perkantoran agar terwujud pelayanan prima; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan Sekretariat dengan cara merigukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta un tuk 
menghindari penyimpangan; 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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(1} Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas 
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, 
kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan 
dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
mempunyai uraian tugas jabatan: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang 
undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 
tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 
secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk 
mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 
sinkrcnisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 
pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 
petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai 
lingkup tugasnya guna mendukung kelaricarari 
pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, 
melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat, 
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, 

Pasal 7 

Pasal6 
(1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri atas: 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Sub Koordinator Program dan Anggaran Keuangan; 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; 

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf b, terdiri atas kelompok jabatan fungsiona1 yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui 
Sekretaris; 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampirari II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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serta dokumentasi, perpustakaan, kear sipan , 
pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap; 

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 
beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey 
kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta 
pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

1. merencanakan, memproses, dan melaporkan 
pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan 
serta mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak 
berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan; 

J. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang 
melaksanakan fungsi layanan pengadaan dan Layanan 
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam 
rangka pengadaan barang dan jasa Sadan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 
pelaporan aset sernesteran dan tahunan untuk tertib 
adrninistrasi serta melakukan pengawasan, 
pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 
tetap agar dapat digunakan optimal; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 
kepegawaian secara rutin dan berkala serta 
memelihara file/ dokumen kepegawaian seluruh 
pegawai Badan guna terciptanya tertib administrasi 
kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 
pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhenlian/ pensiun, 
pembuatan kartu suami/ isteri, tabungan asuransi 
pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan 
pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan 
urusan kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan 
sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu 
Sadan; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 
kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan 
kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman; 

p. meriyiapkan ba.h ari dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) kegiatan Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian; 

q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara 
mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

r. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 
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Pasal 8 
(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ket.ahanan 

Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf c dipimpin oleh 
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Kepala Bidang ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan. 

(3) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama 
mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
melaksanakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, 
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; 

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, 
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika clan 
sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, 
dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika sert.a fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan 

Bagian Ketiga 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 

Ekonorni, Sosial Budaya dan Agama 

s. menyusun laporari pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama 
dan penghayat kepercayaandi wilayah Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 
kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika serta fasilitasi kerukunan urnat beragama 
dan penghayat kepercayaan di wilayah Daerah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, 
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan 
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan 
penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan 
umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah 
Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpinan. 

(4) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan 
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3), mernpunyai uraian tugas 
jabatan: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 
pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Ideologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Agama; 

g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan 
petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiataan 
di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan 
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(1) Susunan Organisasi Bidang Ideologi, Wawasan 
Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan 
Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) 
huruf c, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang 
terbagi atas dua sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 

Pasal 9 

Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya ctan 
Agama; 

h. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan 
ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara; 

1. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan 
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

J. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan 
ketahanan ekonorni, sosial, dan budaya; 

k. mengoordinasikan penyiapan bahan pembinaan dan 
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika; 

1. mengoordinasikan penyiapan bahan pernbinaan dan 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan; 

m. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang Ideologi dan Wawasan 
Kebangsaan dan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Agama; 

n. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Ideologi, 
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Agama; 

o. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang ldeologi dan Wawasan 
Kebangsaan dan Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, 
Sosial, Budaya dan Agama dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk 
bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut; 

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi 

q. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

s. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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Pasal 10 

(1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayata (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Badan. 

(2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di 
bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 
situasi politik serta pendaftaran orgarusasi 
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kernasyarakatan asing. 

(3) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas se bagaimana 
dimaksud pada ayat (2), melaksanakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan 

politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum 
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta 
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Dae rah; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan 

Bagian Keempat 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

a. Sub Koordinator ldeologi dan Wawasan Kebangsaan; 
b. Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 

dan Agama; 
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala 
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketaharian 
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama; 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 
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situasi politik serta pendaftaran organisasi 
kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan um um/ pemilihan um um kepala 
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, 
etika budaya poli tik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan um um/ pemilihan umum kepala 
daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kernasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pendidikan politik , etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/ pernilihan umum kepala daerah, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan orgarusasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang di berikan oleh 
pimpinan. 

(4) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), 
mempunyai uraian tugas jabatan: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kernasyarakatan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan dan peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. mernbagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
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lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 
instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 
sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang 
undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan 
atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyarakatan; 

g. mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan 
bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan dernokrasi, 
fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan 
partai politik, pemilihan umum/pemilihan urrrurn 
kepala daerah, pemantauan situasi politik serta 
pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi 
dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, 
penga wasan organisasi kemasyaraka tan dan 
organisasi kemasyarakatan asing di wilayah Daerah; 

h. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan 
kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; 

1. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan 
koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, 
pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, 
pemantauan situasi politik serta pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi 
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing 
di wilayah Daerah; 

J. rnengoordinasikan penyiapan bahan dan merumuskan 
konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang 
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; 

k. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Sub Bidang Organisasi Kernasyarakatan; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara 
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Pasal 12 

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e 
dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

(2) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik. 

(1) Susunan Organisasi Bidang Politik Dalam Negeri dan 
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (1) huruf d , terdiri atas kelompok jabatan 
fungsional yang terbagi atas dua sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; 
b. Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan; 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Kepala 
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi 
Kemasyaraka tan; 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalarn 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Kon11ik 

Pasal 11 

mengukur pencapaian program kerja yang telah 
disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pernberian penghargaan dan sanksi; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan 
transparansi pelaksanaan kegiatan; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan 
kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk 
menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan 
sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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(3) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), melaksanakan fungsi : 
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 
asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, scrta penanganan konflik di wilayah 
Daerah; 

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pernantauan orang 
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik di wilayah Daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 
asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah; 

d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 
asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konf1ik di wilayah 
Daerah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, fasilitasi kclembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konflik di wilayah Daerah; dan 

f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh 
pimpman. 

(4) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan 
Konflik dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), mempunyai uraian 
tugas jabatan : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang 

Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik 
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 
permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 
agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi Lugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi 
terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi 
dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah clan mcngkaji peraturan perundang- undangan 
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 
untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. mengoordikasikan penyiapan penyusunan program kerja 
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta 
penanganan konf1ik di wilayah Daerah; 

g. mengoordikasikan penyiapan penyusunan bahan 
perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja 
asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah; 

h. mengoordikasikan penyiapan bahan pelaksanaan 
kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah; 

1. mengoordikasikan penyiapan bahan koordinasi di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang 
asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasil itasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan 
konflik di wilayah Daerah; 

j. mengoordinasikan penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi 
forum koordinasi pimpinan Daerah; 

k. mengoordikasikan penyiapan bahan monitoring, evaluasi, 
dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan 
lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah 
Daerah; 

1. menyiapkan bahan dan merumuskan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Kewaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik; 

m. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja 
sama lntelijen dan Sub Bidang Penanganan Konflik; 

n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pada Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja 
sama Intelijen dan Sub Bidang Penanganan Konflik 
dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang 
telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak 
lanjut; 

o. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan 
berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja 
sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, 
pemberian penghargaan dan sanksi; 

p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada 
pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi 
pelaksanaan kegiatan; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
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Fungsional terdiri dari sejumlah 
jenjang keterampilan dan jenjang 

(3) Kelompok Jabatan 
Pejabat Fungsional 
keahlian. 

(4) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan 
berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 
kerja. 'c{ 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 14 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sadan 

ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 
tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala 
Sadan, Sekretaris dan Kepala Bidang yang memiliki 
keterkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas Jabatan 
Fungsional. 

SABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

(1) Susunan Organisasi Bidang Kewaspadaan Nasional dan 
Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) huruf e, terdiri atas kelompok jabatan fungsional 
yang terbagi atas dua sub koordinator; 

(2) Sub koordinator, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
terdiri atas : 
a. Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama 

Intelejen; 
b. Sub Koordinator Penanganan Konflik; 

(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bertanggung jawab kepada Kepala Sadan melalui Kepala 
Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. 

(4) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mempunyai tugas sebagaimana tercanturn dalam 
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan 
baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 
kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari 
penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai 
dengan tugas dan fungsi unit kerjanya. 
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6 

Pasal 17 
( 1) Pejabat F'ungsional melaporkan pelaksanaan fungsi dan 

tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit 
orgamsasi. 

(2) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk 
meminta laporan kepada pejabat fungsional dan/ a tau 
Ketua Tim di lingkungan unit kerjanya. 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugasnya 
secara individu dan/atau berkelompok. 

(2) Pelaksanaan fungsi dan tugas secara berkelompok 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk 
Tim Kerja. 

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai 
latar belakang kompetensi yang ada pada Perangkat 
Daerah tersebut atau dari luar Perangkat Daerah. 

(4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berasal dari unit organisasi pemilik kinerja. 

(5) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah. 

Pasal 16 

(1) Pejabat Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas 
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

(2) Selain melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pejabat Fungsional dapat 
diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator yang 
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya bekerja secara 
individu dan/ a tau tim kerja. 

Pasal 15 

Bagian Kedua 
Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional 

(5) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(6) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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6 

(1) Pada unit kerja fungsional ditunjuk Sub Koordinator 
untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan. 

Pasal 19 

Pasal 18 
( 1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit 

organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar 
satuan organisasi di lingkungan pemerin tah daerah serta 
instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan 
tugas masing- masing. 

(3) Setiap pimpman unit organisasi wajib mengawasi 
bawahannya masing-rnasing. 

(4) Dalam hal setelah dilakukan pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) terjadi penyimpangan, pimpinan 
unit organisasi mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan scsuai dengan peraturan perundang 
undangan. 

(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab 
merrumpm dan mengoordinasikan bawahan rnasing 
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 
pelaksanaan tugas bawahannya. 

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan 
masing-rnasing serta menyiapkan laporan berkala tepai 
pada waktunya. 

(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit 
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan 
dipergunakan scbagai bahan untuk penyusunan laporan 
lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(8) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, wajib 
menyampaikan tembusan kepada unit organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(9) Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan , setiap 
pimpinan unit organisasi beserta bawaharinya waj ib 
mengadakan rapat berkala. 

BAB VI 
TATA KERJA 



Pasal 23 

(1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala Bidang 
ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat 
Fungsional. 

(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1), 
ditunjuk oleh Kepala Badan dengan mendayagunakan 
Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi yang 
bersangkutan. 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal22 
(1) Badan wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis 

jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan 
dan analisis beban kerja. 

(2) Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur 
sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang 
diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas 
kebutuhan. 

Jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub 
Bagian dan Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat 
dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 21 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasa120 

BAB VII 
KEPEGA W AIAN 

(2) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tugas tambahan yang diberikan kepada pejabat 
fungsional yang ditunjuk. 

(3) Tugas sub koordinator adalah membantu Sekretaris dan 
Kepala Bidang dalam menyusun perencanan, pelaksanaan 
dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 
pelaporan kegiatan pada unit kerjanya se suai lingkup 
tugas dan fungsinya. 

(4) Pada pejabat pengawas yang tidak disetarakan, maka 
sekalig:us melaksanakan tugas sebagai sub koordinator 
pada unit kerjanya masing-masing. 
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(1) Sub Koordinator mempunyai tugas membantu Sekretaris 
dan Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, 
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, 
serta pelaporan lingkup tugas dan fungsi unit kerjanya 
masing-masing. 

(2) Disamping melaksanakan tugas sebagaimana dirnak.sud 
ayat (1) Sub Koordinator mempunyai tugas 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan 
Fungsional sesuai bidang tugas dan fungsinya. 

Pasal 27 

Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Kepala 
Badan. 

Pasal26 

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 23 dan Pasal 24 disamping memperhatikan kesesuaian 
bidang tugas dan fungsinya juga mempertirnbangkan 
persyaratan adrninistrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan 
jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan 
moralitas serta persyaratan obyektif lainnya. 

Pasa125 

(1) Dalam ha! terjadi kekosongan Sub Koordinator, Kepala 
Badan menunjuk Sub Koordinator yang diutamakan 
berasal dari Pejabat Fungsiorial di lingkungan kerjanya. 

(2) Dalam hal di lingkungan kerja Badan tidak terdapat 
pejabat fungsional, maka Kepala Badan menunjuk 
Pelaksana Senior sebagai Sub Koordinator berdasarkan 
kompetensi yang dibutuhkan. 

(3) Dalam hal Kepala Badan akan meriunjuk Sub Koordinator 
yang berasal dari luar lingkungan kerjanya, maka Kepala 
Sadan mengusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui 
perangkat daerah yang menangani kepegawaian. 

(4) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari 
Sekretaris Daerah. 

Pasal 24 

(3) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan. 
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(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pejabat Perigawas yang dilantik berdasarkan Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, 
berlaku ketentuan sebagai berikut : 
a. terhadap Pejabat Pengawas yang tidak dilakukan 

penyetaraan jabatan ke dalam jabatan fungsional dalam 
rangka penyederhanaan struktur orgamsasi, 
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 
Peraturan Bupati ini; 

b. terhadap Pejabat Pengawas yang akan dilakukan 
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional tetap 
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 
dilakukan pelantikan yang bersangkutan ke dalam 
Pejabat Fungsional; 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang tidak 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam 
rangka penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan 
Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugasnya di 
bawah Pejabat Pengawas yang bersangkutan. 

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Pelaksana di bawah Pejabat Pengawas yang akan 
dilakukan penyetaraan ke dalam jabatan fungsional dalam 
rangka penyederhanaan struktur organisasi berdasarkan 
Peraturan Bupati ini, melaksanakan tugasnya dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Pelaksana tetap melaksanakan tugasnya di bawah 

Pejabat Pengawas sampai dilakukan penyederhanaan 
struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati ini; 

b. Dalam hal telah dilakukan penyederhanaan struktur 
organisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka 
Pelaksana melaksanakan tugas dibawah koordinasi Sub 
Koordinator; 

Pasal 28 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

(3) Sub Koordinator dapat diberi tugas melakukan penilaian 
kinerja terhadap pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional 
sesuai bidang tugas dan fungsinya sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
~~sa,La Bagian Hukum 

SERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 76 

MOH. TOHA 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KENDAL, 

Cap ttd 

Diundangkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

Cap ttd 

DICO M GANINDUTO 

BUPATI KENDAL, 

Ditetapkan di Kendal 
pada tanggal 29 Desember 2021 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pcnernpatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Kendal. 

Pasal 30 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahu n 
2021 Nomor 2,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 29 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 



DICO M GANINDUTO 

Cap ttd 

BUPATl KENDAL, Salinan sesuai dengan aslinya 
agian Hukum 

' 

KEPALA 
I 

KELOMPOK 
JABATAN 

I I PUNGSIONAL SEKRETARIAT 

I 
Sub Bagi an Kelornpok .Jabatan 
Umum Dan Fu ngsional 

l<epegawaian 

Bictbg Bi dang Bidang 
ldeologi, Wawasan Politik Dalarn Negeri Dan l<ewaspactaan Nasional 
Kebangsaan Dan Organisasi Dan Pcuanganan l,0111l1k 

Ketahanan Ekonomi, Kemasyarakatan 
Sosial Budaya Dan Agama 

'· 

I 

Kelornpok Jabatan Kelornpok Jabatan l,elnmpok .. Jalrnrnn 

Fungsional - Fu ngsional ~ Fungsional 
..... 

I I 
I I 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK KABUPATEN KENDAL 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI KENDAL 
NOMOR 76 TAHUN 2021 
TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN 
ORGANISASI, TU GAS DAN 
FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA 
SADAN KESATUAN BANGSA DAN 
POLITIK KABUPATEN KENDAL 



1. 1 Sub Koordinator Program dan Anggaran Keuangan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Program dan 

Anggaran Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, 
dan naskah dinas yang berkaitan dengan perencanaan dan keuangan, 
evaluasi, clan pelaporan guna mendukung kelancaran pelaksanaan 
kegiatan; 

f. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program 
kegiatan dari masing-masing Sub Bidang, dan subbagian sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan 
Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta 
perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang 
ditetapkan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), 
Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 
(PK), dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

i. menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian 
Program Anggaran dan Keuangan serta menghimpun dan 
mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing sub bagian dan 
sub bidang; 

J. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil 
pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

k. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi 
pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja sebagai bahan 
penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK); 
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2. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial 
Budaya dan Agama 

2.1 Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan sub koordinator Ideologi dan 

Wawasan Kebangsaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya clan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya 
serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

1. menyiapkan bahan clan menyusun konsep Lapora.n Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati 
(LKPJ), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang kesatuan 
bangsa dan politik; 

n. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka 
pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, dan pelaporan 
pertanggungj awa ban keuangan; 

o. menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran di lingkungan 
Sekretariat dan Bidang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku; 

p. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan 
melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

q. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan di bidang 
keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di 
lingkungan Badan; 

r. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan 
cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan 
rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

s. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/ dokumen pertanggungjawaban 
keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta 
memberikan koreksi penyempurnaan; 

t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban 
keuangan Badan serta jenis pelaporan keuangan lainnya; 

u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Koordinator 
Program dan Anggaran Keuangan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

v. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

w. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi clan 
wawasan kebangsaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi dan 
wawasan kebangsaan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan 
kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, 
sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; 

1. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, 
pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan 
karakter bangsa; 

J. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sub 
koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan cara mengukur 
pericapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Sub Koordinator Ideologi clan Wawasan Kebangsaan; 

1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 

2.2 Sub Koordinator Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 
mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama berdasarkan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 
sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika 
serta fasilitasi kerukunan umat beragarna dan penghayat kepercayaan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan 
ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan 
narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat 
kepercayaan; 
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3. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 

3.1 Sub Koordinator Politik Dalam Negeri mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Politik Dalam Negeri 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 
perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Sub Bidang Politik 
Dalam Negeri; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/ petunjuk teknis 
pelaksanaan program dan kegiatan di Sub Bidang Politik Dalam Negeri; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pendidikan politik, etika 
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi 
politik; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pendidikan politik, etika 
budaya politik, peningkatan dernokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi 
politik; 

i. menyiapkan bahan koordinasi pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pernerintahan , 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala 
daerah, serta pemantauan situasi politik; 

J. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, 

g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang ketahanan ekoriomi, sosial, dan budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat 
beragama dan penghayat kepercayaan; 

1. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Sub Bidang Ketahanan Ekonorni, Sosial, Budaya dan 
Agama; 

j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan Iungsi unit kerjanya. 
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peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan urnum kepala 
daerah, serta pemantauan situasi politik; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Sub Koordinator Politik Dalam Negeri; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Koordinator Politik Dalam Negeri dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyarnpaikan saran dan pertimbangan ke pada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. tugas kcdinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 
kerjanya. 

3.2 Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Organisasi 

Kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelurnnya 
dan peraturan perundang undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di Sub Koordinator 
Organisasi Kemasyarakatan; 

f. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan program dan kegiataan di Sub Koordinator Organisasi 
Kemasy araka tan; 

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kernasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran 
organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, 
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 

1. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan 
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi 
kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan 
organisasi kemasyarakatan asing; 

J· menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 
pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan orgarusasi 
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; 
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4. Bidang Kewaspadaan Nasional clan Penanganan Konflik 
4.1 Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen mempunyai 

tugas: 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator 

Kewaspadaan Dini dan Kerja sama Intelijen berdasarkan hasil evaluasi 
kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi clan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan keggiatan; 

e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis 
pelaksanaan program dan kegiataan di Sub Koordinator Kewaspadaan 
Dini dan Kerja sama Intelijen; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, 
koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan 
dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing 
dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan, koord.ina.si, monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 
asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; 

h. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan 
bidang kewaspadaan; 

1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga 
kerja asing dan lembaga asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan; 

J. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerja sama 
Intelijen; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional 
Prosedur (SOP) di Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan; 

1. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub 
Bidang Organisasi Kemasyarakatan dengan cara mengukur pencapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak lanjut; 

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 
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k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang 
Kewaspadaan Dini clan Kerja sama lntelijen dengan cara mengukur 
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan 
kebijakan tindak lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyirnpangan; dan 

n. tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit 
kerjanya. 

4.2 Sub Koordinator Penanganan Konflik mempunyai tugas : 
a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Koordinator Penanganan 

Konflik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 
peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif 
dan efisien; 

c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait balk 
vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan inforrnasi, rnasukan, 
serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

d. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup 
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan: 

e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik ; 
f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan 

konflik; 
g. menyiapkan bahan koordinasi di bidang penanganan konflik; 
h. menyiapkan bahan pelaksanaan Iasilitasi forum koordinasi pimpinan 

Daerah; 
i. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan di bidang penanganan konflik; 
J. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasiorial 

Prosedur (SOP) di Sub Koordinator Penanganan Konflik; 
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Suh 

Koordinator Penanganan Konflik dengan cara mengukur pericapaian 
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan 
tindak -lanjut; 

l. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai 
wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan: 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan 
maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta 
untuk menghindari penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas 
dan fungsi unit kerjanya. 


